
 

 
 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 9 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

UNTUK PENGEMBALIAN SISA DANA 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, DAN 
TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 

KABUPATEN  TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

211/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 
Prognosa Definitif Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru 

Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010, dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 tentang Pedoman 

Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru 
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010, maka atas sisa 

dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 
Daerah harus disetor kembali ke Kas Negara; 

 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (2) 

atas kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun 
sebelumnya dibebankan pada rekening Belanja Tidak Terduga; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa 

Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

 

 



 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

 

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4844); 
 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);  

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);  

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4864); 

 
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan;  

 

15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 
Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;  

 



 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7); 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2010 Nomor 10); 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011; 

 
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2010 tentang 

Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Dana Tambahan 

Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada 

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010; 
 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 tentang 

Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan 

Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2010 
 

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 53); 

 

23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2010 Nomor 55); 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK 

TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SISA DANA TAMBAHAN 

PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, 

DAN TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 

2010. 

 

 Pasal 1 

 
Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana Tambahan 

Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru 

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 adalah 

sebesar Rp 753.350.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh 
ribu rupiah) 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Pasal 2 
 

(1) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 

Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

(2) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 

Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 
Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

melaporkan dan bertanggungjawab kepada Bupati Temanggung. 

 

 
Pasal 3 

 

Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 

Pengembalian Sisa Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah, dan Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib 

memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 
 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung 

Tahun Anggaran 2011. 

 
 

 

 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

 

 

Ditetapkan di Temanggung 
Pada tanggal 27 Januari 2011 

 

BUPATI TEMANGGUNG 

 

 
ttd 

HASYIM AFANDI 

 

Diundangkan di Temanggung 

Pada tanggal 27 Januari 2011 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
 

ttd 

BAMBANG AROCHMAN 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 9 


